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STANDARD OPERATING PROCEDU

PEMBINAAN DAN PENGAWASAN OLEH ATASAN LANGSUNG

TUJUAN :

Agar Kinerja SDM menjadi baik dan berintegritas

RUANG LINGKUP :

Seluruh ASN Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta

DASAR HUKUM :

1. Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang
Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 5
Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara.

2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang
Aparatur Sipil Negara.

3. Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia
Nomor 7 Tahun 2016

4. Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia
Nomor 8 Tahun 2016

5. Peratran Mahkamah Agung Republik Indonesia
Nomor 9 Tahun 2016.

6. Maklumat Ketua Mahkamah Agung Republik
Indonesia Nomor 01/Maklumat/KMA/IX/2017.

7. Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 Tentang
Disiplin Pegawai Negeri Sipil.

KUALIFIKASI PELAKSANA :

1. Sarjana
2. SLTA
3. Mampu Mengoperasikan Komputer

KETERKAITAN : PERALATAN/PERLENGKAPAN :

- SOP Hakim Pengawas Bidang 1. Komputer / Laptop

- SOP Kepaniteraan. 2. Printer

- SOP Kesekretariatan. 3. Alat Tulis Kantor (ATK)
PERINGATAN : PENCATATAN DAN PENDATAAN :

Jika SOP ini tidak dilaksanakan maka pembinaan dan
pengawasan terhadap pegawai tidak berjalan dengan baik

Arsip Kepegawaian

DEFINISI :

1. SOP

Suatu standar/pedoman tertulis yang dipergunakan untuk mendorong dan menggerakkan

suatu kelompok untuk mencapai tujuan organisasi.
SOP merupakan tatacara atau tahapan yang dibakukan dan yang harus dilalui untuk
menyelesaikan suatu proses kerja tertentu




PENGADILAN TATA USAHA NEGARA JAKARTA
J1. A. Sentra Primer Baru Timur, Pulo Gebang, Jakarta Timur 13950
Telp. (021) 4805256, Fax. (021) 4803856
Website : www.ptun-jakarta.go.id, Email : ptun.jakarta@gmail.com

No. Dokumen

W2.TUN.1/ 03 / SMAP / SOP / IX /2022

Tanggal
Pembuatan

30 September 2022

Tanggal Revisi

15 September 2023

Revisi Ke

2

Tgl Berlak&g}f

13 Sepidmber 2023

Vo N\

N NEN
Zetud

Pelaksana

Panitera

Muda /

Ka.Sub.
Bag

Panitera /
Sekretaris

Aktivitas Wakil

Ketua Ketng

Pegawai

Perlengkapan /
Persyaratan

Output

Aturan  Langsung
melakukan
Pembinaan
Pengawasan

dan

ATK

terhadap
dibawahnya
(mengadakan rapat
internal)

kinerja

O

60 Menit

Foto Absen Rapat
Dokumen

Melakukan Evaluasi
Dan  memberikan

arahan

ATK

60 Menit

Penyandang
Disabilitas mendapat
panggilan prioritas

Memberikan
Teguran lisan

ATK

apabila diduga ada
pelanggaran

60 Menit

Dokumen

Memberikan
Teguran tertulis
apabila terguran
lisan diabaikan

v ATK

Komputer

30 Menit

Dokumen

Melaporkan kepada
Panitera atau
Sekretaris hasil

ATK

evaluasi dan laporan
pemeriksaan

Komputer

10 Menit

Dokumen

Panitera atau
Sekretaris v
melaporkan kepada
Wakil Ketua selaku
Ketua Pengawasan
Disiplin

ATK

Komputer

10 Menit

Dokumen

Wakil
memberikan
rekomendasi kepada
Ketua untuk
tindaklanjut
berikutnya

Ketua

ATK

Komputer

5 Menit

Dokumen

Ketua
surat
rekomendasi
Walkil Ketua
ditujukan  kepada
PTTUN Jakarta

membuat
harsil
dari

ATK

Komputer
Stempel

Dokumen




PENGADILAN TATA USAHA NEGARA JAKARTA
J1. A. Sentra Primer Baru Timur, Pulo Gebang, Jakarta Timur 13950
Telp. (021) 4805256, Fax. (021) 4803856
Website : www.ptun-jakarta.go.id, Email : ptun.jakarta@gmail.com

No. Dokumen |[W2.TUN.1/ 03 / SMAP/SOP/TX/2022
g::lgbgua; e 29 September 2022
Tanggal Revisi |15 September 2023
Revisi Ke p—
Tgl Berlak%» eritber 2023
Halama /é\\ llgL NZ;,\\
Disahkg®feh TP T\ Yakarta
S )N o
) "N
et
W ]

"-. s
R SR (O PS
;\x),;\»‘-

Tujuan :

Memberikan kejelasan terhadap layana Sub Bagian Kepegawaian mengenai Hukuman Disiplin Hakim dan Pegawai Tata Usaha

Negara Jakarta.

RUANG LINGKUP :

Proses ini mencakup pelaksanaan pembuatan dan pengusulan Hukuman Disiplin dan Pegawai Pengadilan Tata Usaha Negara

Jakarta.
DASAR HUKUM : KUALIFIKASI PELAKSANA :
1. Undang-Undang RI Nomor 3 Tahun 2009 tentang | 1. S2— Hukum/Umum
Perubahan Kedua Atas Undang-Undang RI Nomor 14 | 2. S1 - Hukum/Umum
Tahun 1985 Tentang Mahkamah Agung 3. D3
2. Undang-Undang RI Nomor 51 Tahun 2009 tentang | 4. SLTA
Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 | 5. Mampu Mengoperasikan Komputer

Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara

3. Undang-Undang RI Nomor 48 Tahun 2009 tentang
Kekuasaan Kehakiman

4. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2000 Tentang
Kewewenang Pengangkatan, Pemindahan dan
Pemberhentian PNS

5. Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang
disiplin ASN

6. Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 7 Tahun 2018
tentang Penegakkan Disiplin Kerja Hakim Pada
Mahkamah Agung RI

7. Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 8 Tahun 2018
tentang Pengawasan dan Pembinaan Atasan
Langsung

8. Keputusan KMA RI Nomor 145/KMA/SK/VIII/2007
tentang Memberlakukan Buku IV  Pedoman
Pelaksanaan Pengawasan Di Lingkungan Badan-

Bandan Peradilan
KETERKAITAN : PERALATAN/PERLENGKAPAN :
1. SOP Peninputan dan Pengolahan Data Pada
KOMDANAS/SAPK/SIKEP 1. Komputer / Laptop
2. SOP Surat Masuk dan Keluar 2. Printer

3. Alat Tulis Kantor (ATK)
4. Buku Register Surat Masuk

PERINGATAN :

Jika SOP tidak dilaksanakan, maka laporan hukuman
disiplin tidak terjadi dengan baik dan sebagaimana
mestinya

PENCATATAN DAN PENDATAAN :

Surat Pengantar Hukuman Disiplin

DEFINISI :
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Menerima hasil Laporan penjatuhan -
1 | laporan penjatuhan ( ) hukum disiplin 10 Menit

hukuman disiplin

Membuat  konsep Laporan penjatuhan Draft SK Hukdis/surat

S.K' ' Hukuman A hukum disiplin 60 Menit| Pernyataan, surat
2 | disiplin/surat pengantar

pernyataan dan surat

pengantar

Mengetik  konsep Laporan penjatuhan Draft SK Hukdis/surat

S_K‘ . Hukuman \ 4 Tidak Tidak hukum disiplin 60 Menit| Permyataan, surat
3 | disiplin/surat < pengantar

pernyataan dan surat

pengantar

Koreksi atau paraf Laporan penjatuhan Draft SK Hukdis/surat

SK penjatuhan hukum disiplin pernyataan, surat
4 hukuman </ 30 Menit| pengantar

disiplin/surat —P

pernyataan dan surat \/_ L =

pengantar

Menandatangani SK Laporan penjatuhan Draft SK Hukdis/surat

penjatuhan hukum disiplin pernyataan, surat
5 hukuman 10 Menit| pengantar

disiplin/surat

pernyataan dan surat

pengantar

Membubuhkan SK Hukuman Draft SK Hukdis/surat

stempel, memberi Disiplin/Surat pernyataan, surat

nomor surat, Pernyattan, surat pengantar
6 mengepak dan lﬂ pengantar dan Buku | 10 Menit

menyerahkan ke Ekspedisi Surat

bagian umum dan Dinas

keuangan yang Keluar/hukdis

bersangkutan

Mencatat ke dalam Buku Register Surat Arsip SK Hukdis/surat

buku register surat Keluar/Hukdis pernyataan, surat
7 keluar/hl}kdis dan é S Menit | Pengantar

mengarsipkan ke

File surat

keluar/hukdis




